SETIAP ORANG YANG Hal ini sesuai dengan
MELAKUICAN USAHA
PERIKANAN DI BIDANG
PENANGKAPAN [IKAN DAN
PENGANGKUTAN IKAN DI

ketentuan
UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN

WILAYAH PENGELOLAAN 2009 TENTANG
PERIKANAN NEGARA PERUBAHAN ATAS
REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG

(WPP-NRI') WAJIB NOMOR 31 TAHUN
MEMILIKI 1ZIN 2004 TENTANG
K (SITUP DAN SIPI) PERIKANAN /

KEWENANGAN PENERBITAN DI BAWAH
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kapal yang berukuran di atas 30 GT
vang beroperasi di WPPNRI di atas 12
Mill Laut dan/atau laut lepas.
Pembuatan SIUP, SIPI dan SIKPI di
bawah kewenangan KKP

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
dan Permen KP Nomor 58/Permen-kp/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap

) 00 0000

KEWENANGAN PENERBITAN DI BAWAH
GUBERNUR

Kapal yang berukuran cdi atas 5 GT sampali

dengan 30 GT yang beroperasi sampai dengan

12 Mill Laut dan dalam wilayah administrasinya.

Pembuatan SIUP, SIPI dan SIKPI di bawah

kewenangan GUBERNUR

AYOQ SEGERA
URUS SIUP, SIPI DAN

SIKPI MUI BAGI KAPAL YANG

MELAKUKAN PENANGKAPAN
IKAN DIPERAIRAN DI ATAS
12 MIL LAUT, MAKA WAIIB

MEMILIKI IZIN (SIUP DAN SIPI)
YANG DITERBITKAN OLEH
KEMENTERIAN KELAUTAN

DAN PERIKANAN

PENGECUALIAN

Izin dikecualikan bagi kapal penangkap ikan nelayan kecil dengan
ukuran kapal di bawah 6 GT, nelayan kecil sebagaimana dimaksud
harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan
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